
GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 891 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERSETUJUAN ADENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN 
DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN 

PERSEROAN TERBATAS AETRA AIR JAKARTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang 	: a. bahwa untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih 
kepada masyarakat Jakarta, Perusahaan Daerah Air Minum 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengajukan permohonan 
persetujuan adendum kerja sama dengan Perseroan Terbatas 
Aetra Air Jakarta sesuai surat tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 
2232/-072.1; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (6) huruf a 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah, kerja sama dengan pihak lain memerlukan 
persetujuan dari KPM; 

c. bahwa terkait kerja sama Perusahaan Daerah Air Minum 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas 
Aetra Air Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim 
Jaksa Pengacara Negara telah memberikan saran/rekomendasi 
yang tertuang dalam surat tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 
B-9130/M.1/Gp.2/10/2019; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Gubernur tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama 
antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta; 

Mengingat 	: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6173); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN ADENDUM 
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH AIR 
MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN 
PERSEROAN TERBATAS AETRA AIR JAKARTA. 

KESATU 	Menyetujui adendum perjanjian kerja sama antara Perusahaan 
Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan 
Terbatas Aetra Air Jakarta. 

KEDUA 	Pelaksanaan adendum perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud 
dalam diktum KESATU, dilandaskan pada prinsip kerja sama yang 
saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masyarakat luas dan pihak 
yang bekerja sama dengan menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik pada setiap aspek bisnisnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KETIGA 	: Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan adendum perjanjian 
kerja sama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada 
Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu 
sesuai dengan kebutuhan. 

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Tembusan: 

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta 
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta 
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda 

Provinsi DKI Jakarta 
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta 
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda 

Provinsi DKI Jakarta 
9. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta 

10. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta 
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